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Abstract

This research aims to test the influence of the characteristics of the application of
budgeting, accounting information systems, and public accountability against the
performance of managerial Work Unit (SKPD) Area Device Batang Hari. The
phenomenon in this study is the evaluation of the Governors of the five Day Rod
Unit WorkingDevice area (SKPD) because it is not able to achieve the original
target of revenue (PAD) Region in the year 2014. The population of this research
is the entire FinancialManager Officer Derah Unit Working Device area (SKPD)
Batang Hari. Samples prepared in this research as much as 146 by using
purposive sampling method. Data collected by way of disseminating a
questionnaire. The research of using multiple regression analysis with Statistical
Product and Service Solution (SPSS) version 22. The results of this study indicate
that simultaneous budget participation variables, clarity of goals to budget,
budget feedback, the difficulty of the achievement of objectives, the evaluation of
the implementation of the budget, accounting information systems, and public
accountability effect on managerial performance. Clarity of goalsto budget,
budget feedback, evaluation, budget and public accountability in partialeffect
significantly to managerial performance, whereas a variable participation budget,
the difficulty of the achievement of the goals, and the application of the
systemaccounting information has no effect on performance of significant
managerial. The results of this research show that the independent variables the
dependent variableimpact of 96.4%.
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PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan
perwujudan dari pergeseran sistem

pemerintahan, yakni sistem
sentralisasi menuju sistem
desentralisasi. Otonomi  daerah

menjalankan beberapa misi yaitu: 1)
menciptakan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya daerah, 2)
meningkatkan kualitas pelayanan
umum dan kesejahteraan masyarakat,
dan 3) memberdayakan dan
menciptakan ruang bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam perubahan
sistem pengelolaan keuangan
pemerintah  daerah  (Mardiasmo,
2002). Otonomi daearah yang luas
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dan desentralisasi kepada kabupaten
dan kota memberikan jalan bagi
pemerintah daerah untuk melakukan
pembaharuan dalam sistem
pengelolaan keuangan daerah dan
anggaran daerah. Pemerintah daerah
dituntut untuk melakukan
pengelolaan keuangan daerah yang
berorientasi pada kepentingan publik
(public oriented) (Mardiasmo, 2002).
Hal tersebut meliputi tuntutan
kepada pemerintah daerah untuk
membuat laporan keuangan dan
transparansi  informasi  anggaran

kepada publik.
Informasi yang terdapat di
dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) yang
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memenuhi kriteria sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah Indonesia yakni, relevan,
andal, dapat dibandingkan, dan dapat
dipahami, berarti pemerintah daerah
mampu mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan daerah. Masyarakat tidak
hanya  memiliki hak  untuk
mengetahui anggaran tersebut tetapi
juga  berhak untuk  menuntut
pertanggungjawaban atas rencana
ataupun  pelaksanaan  anggaran
tersebut (Mardiasmo, 2003). Hal ini
menegaskan pentingnya akuntabilitas
publik dalam peningkatan kinerja
manejerial, karena dengan adanya
akuntabilitas kepada masyarakat,
masyarakat tidak hanya untuk
mengetahui anggaran tersebut tetapi
juga mengetahui pelaksanaan
kegiatan yang dianggarkan sehingga
pemerintah daerah berusaha dengan
baik dalam melaksanakan seluruh
perencanaan yang ada karena akan
dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Kinerja  adalah  gambaran
mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan atau
program  kebijaksanaan  dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi,
dan visi organisasi yang tertuang
dalam perumusan skema strategis
(strategic planning) suatu organisasi
(Indra, 2006). Daftar apa yang ingin
dicapai tertuang dalam perumusan
perencanaan  strategis  (strategic
planning) suatu organisasi. Dengan
demikian, kinerja pemerintah dapat
dipahami sebagai tingkat pencapaian
tujuan  organisasi atau  tingkat
pencapaian hasil dalam kaitannya
dengan tugas dan fungsi yang
dibebankan = kepada  organisasi
tersebut, atau dapat pula disimpulkan
bahwa kinerja merupakan suatu
tingkatan sejauhmana proses
kegiatan organisasi itu memberikan

hasil atau mencapai tujuan. Penilaian
kinerja dapat diartikan sebagai
penentuan secara periodik efektivitas
operasional suatu organisasi, bagian
organisasi dan karyawan berdasarkan
sasaran, standar dan kinerja yang
telah ditetapkan sebelumnya.
Perbandingan terhadap anggaran
harus  dilakukan  untuk  dapat
mengetahui apakah kinerja tersebut
efektif/tidak  efektif. = Anggaran
merupakan titik awal terbaik dalam
menilai kinerja.

Anggaran berfungsi sebagai
pedoman kerja, suatu rencana kerja
yang disusun secara sistematis dan
dinyatakan dalam unit moneter, dan
berupa proyeksi pada masa yang
akan datang, sehingga dapat menjadi
pedoman kerja entitas dalam
menjalankan kegiatannya. Sebuah
entitas yang dalam operasionalnya
mengacu pada pedoman kerja yang
tertuang dalam anggarannya, dapat
menciptakan efektivitas operasional
dalam mencapai tujuan entitas
tersebut. Faktor-faktor yang terdapat
pada Karakteristik Penganggaran
(Budgetary  Goal Characteristic)
perlu diperhatikan untuk mencapai
tujuan  tersebut secara efektif.
Budgetary  Goal  Characteristic
terdiri dari lima komponen, yaitu
partisipasi penganggaran (budgeting
participation), kejelasan  sasaran
anggaran (budget goal clarity),
kesulitan sasaran anggaran
(budgeting goal difficulty), umpan
balik anggaran (budgeting feedback),
dan evaluasi anggaran (budgeting
evaluation). Kenis (1979)
berpendapat bahwa  pelaksanaan
anggaran dapat berjalan efektif
apabila penyusunan anggaran dan
penerapannya memperhatikan lima
komponen
Budgetary Goal Characteristic.

Kinerja  manajerial  selain
dipengaruhi oleh  karakteristik
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penganggaran, juga dipengaruhi oleh
sistem informasi akuntansi dan
akuntabilitas  publik.  Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
mengungkapkan Sistem Informasi
Pengelolaan =~ Keuangan  Daerah
adalah  serangkaian proses dan
prosedur yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka
penyusunan anggaran, pelaksanaan
anggaran dan pelaporan keuangan
daerah. Sistem ini diciptakan agar
nantinya terciptalah suatu informasi
yang berupa laporan keuangan yang
dapat  menggambarkan  kondisi
keuangan serta kinerja dari suatu
daerah.

Pelaporan  keuangan  dan
kinerja instansi pemerintah
mengungkapkan bahwa setiap entitas
wajib menyusun dan menyajikan

laporan keuangan untuk
mempertanggungjawabkan

pelaksanaan APBN/APBD.
Keandalan laporan keuangan
berhubungan erat dengan keandalan
sistem akuntansi yang
diselenggarakan oleh instansi

pemerintah. Sistem akuntansi perlu
dikembangkan dengan mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
serta mempertimbangkan kondisi
pendukung yang diperlukan, salah
satunya yaitu tekonologi informasi.
Sistem akuntansi tersebut
dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan dan tingkat kompleksitas
kegiatan bidang keuangan maupun
bidang teknis (Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006).

Penelitian karakteristik
penganggaran ini lebih spesifik pada
program dan kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang
dimuat dalam Rencana Kerja dan
Anggaran/RKA-SKPD yang
merupakan dokumen perencanaan
dan pengangggaran yang Dberisi
rencana pendapatan, rencana belanja

program dan kegiatan SKPD, serta
rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan  APBD.  Fenomena
tentang karakteristik penganggaran
yang terjadi pada tahun 2014 di
Kabupaten Batang Hari yaitu adanya
evaluasi dari Bupati Batang Hari
terhadap lima  Satuan  Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) karena
tidak mampu mencapai target
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
tahun lalu. Kelima Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang tak
mencapai target PAD tersebut adalah
Dinas ESDM, Dinas Kesehatan,
Dinas Perkotaan, Dinas Peternakan
dan Bagian Aset, sementara Dinas
Perindagkop justru gagal mencapai
realisasi PAD untuk 2014
(tribunjambi, 2015). Keadaan ini
membuktikan bahwa kinerja
manajerial Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang Hari khususnya
kelima Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) tersebut belum bisa
menunjukkan kinerja yang sesuai
dengan harapan.

Peneliti mereplikasi penelitian
yang dilakukan oleh Abata (2014)
tentang pengaruh partisipasi
anggaran terhadap kinerja manajerial
pada sektor produk makanan di
Nigeria. Perbedaan penelitian ini
terdapat pada variabel dan objek
yang digunakan. Penelitian ini
menggunakan 5 (lima) karakteristik
penganggaran  yaitu  partisipasi
anggaran, kejelasan sasaran
anggaran, umpan balik anggaran,
kesulitan pencapaian tujuan, dan
evaluasi anggaran. Penelitian ini
memilih Kabupaten Batang Hari,
yang mana berbeda  dengan
penelitian Abata (2014) yaitu pada
sektor swasta. Anggaran pada sektor
swasta merupakan bagian dari
rahasia perusahaan yang tertutup
untuk publik, namun sebaliknya pada
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sektor publik anggaran justru harus
diinformasikan kepada publik untuk
dikritik dan didiskusikan untuk
mendapat masukan. Anggaran sektor
publik merupakan instrumen
akuntabilitas atas pengelolaan dana
publik dan pelaksanaan program —
program yang dibiayai dari uang
publik (Mardiasmo, 2005).

Variabel penerapan sistem
informasi akuntansi ditambahkan
dalam penelitian karena berdasarkan
PP No. 71/2010 disebutkan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)
berbasis akrual dilaksanakan empat
tahun setelah tahun 2010, yang
artinya dilaksanakan pada 2015
seluruh instansi pemerintah baik
yang ada di pusat maupun di daerah
harus sudah menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)
berbasis akrual (accrual basis).
Setiap daerah memiliki pemahaman
yang sangat beragam terkait dengan
sistem yang akan diterapkan.
Penggunaan sistem aplikasi juga
harus diterapkan, termasuk di
dalamnya ketika terdapat sistem
yang berbeda, bagaimana
mengkonsolidasinya, sehingga bisa
compatible antara satu sistem dengan

sistem lainnya
(dprd.batanghari.go.id).

Pemeritah daerah
mengupayakan mendorong

akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah terus dilakukan. Hal ini
terlihat dari Bupati Batang Hari yang
mengadakan sosialiasi UU No.14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik secara historis
dilatar belakangi oleh bergulirnya
reformasi dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Reformasi yang
ditandai dengan adanya tuntutan tata
kelola kepemerintahan yang baik
(Good Governance) yang
mensyaratkan adanya akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi

masyarakat dalam setiap proses
terjadinya kebijakan publik. UU
Keterbukaan Informasi Publik secara
jelas mengatur kewajiban badan atau
pejabat publik untuk memberikan
akses informasi yang terbuka kepada
masyarakat.

Kualitas proses pengukuran
kinerja sangat dipengaruhi oleh
kualitas proses penganggaran karena
pengukuran  kinerja  merupakan
bagian penting yang
berkesinambungan dengan proses
penganggaran (Putra, 2013).
Pelaksanaan proses penganggaran
telah  dilakukan sesuai dengan
prosedur oleh semua aparat Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Batang Hari sehingga
mengalami peningkatan kinerja. Hal
ini  ditunjukkan dengan adanya
Kemen PAN dan RB RI yang telah
melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja dan analisa kerja terhadap
pelaksanaan ~ APBD  Kabupaten
Batang Hari Tahun Anggaran 2014
diperoleh capaian akhir kinerja
sasaran sebesar 54,90 meningkat dari
tahun lalu yang sebesar 50,21,
dengan predikat nilai CC. Nilai ini
menggambarkan  bahwa  kinerja
Pemerintah Kabupaten Batanghari
dalam capaian sasaran termasuk
dalam Kategori CC (Cukup Baik)
(www.jambiupdate.com).

Berdasarkan  uraian  latar
belakang yang dikemukakan, maka
yang menjadi rumusan masalah
dalam  penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut: 1)
Apakah terdapat pengaruh antara
partisipasi ~ anggaran,  kejelasan
sasaran anggaran, umpan balik,
kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi
anggaran, penerapan sistem
informasi akuntansi, dan
akuntabilitas publik secara simultan
terhadap kinerja manajerial satuan
kerja perangkat daerah? 2) Apakah
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terdapat pengaruh antara partisipasi

anggaran, kejelasan sasaran
anggaran, umpan balik, kesulitan
pencapaian tujuan, evaluasi
anggaran, penerapan sistem
informasi akuntansi, dan

akuntabilitas publik secara parsial
terhadap kinerja manajerial satuan
kerja perangkat daerah? 3) Seberapa
besar pengaruh partisipasi anggaran,
kejelasan sasaran anggaran, umpan
balik, kesulitan pencapaian tujuan,
evaluasi anggaran, penerapan sistem
informasi akuntansi, dan
akuntabilitas publik terhadap kinerja
manajerial satuan kerja perangkat
daerah?

Berdasarkan permasalah yang
telah dikemukakan dalam
perumusan, maka tujuan penelitian
yang hendak dicapai adalah: 1)
Untuk mengetahui apakah partisipasi

anggaran, kejelasan sasaran
anggaran, umpan balik, kesulitan
pencapaian tujuan, evaluasi
anggaran, penerapan sistem
informasi akuntansi, dan

akuntabilitas publik secara simultan
terhadap kinerja manajerial satuan
kerja perangkat daerah; 2) Untuk

mengetahui  apakah  partisipasi
anggaran, kejelasan sasaran
anggaran, umpan balik, kesulitan
pencapaian tujuan, evaluasi
anggaran, penerapan sistem
informasi akuntansi, dan

akuntabilitas publik secara parsial
terhadap kinerja manajerial satuan
kerja perangkat daerah; 3) Untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh
partisipasi ~ anggaran,  kejelasan
sasaran anggaran, umpan balik,
kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi
anggaran, penerapan sistem
informasi akuntansi, dan
akuntabilitas publik terhadap kinerja
manajerial satuan kerja perangkat
daerah.

TINJAUAN PUSTAKA
Anggaran
Konsep anggaran yang

dikemukakan di atas memiliki makna

yang luas dan tidak terbatas pada

lingkup organisasi tertentu. Namun
menurut  Atkinson dan Kaplan

(1995), anggaran negara merupakan

suatu pernyataan pengeluaran dan

penerimaan yang diharapkan akan

terjadi dalam suatu periode waktu di

masa yang akan datang, yang

meliputi informasi pengeluaran dan
penerimaan yang sungguh-sungguh
terjadi di masa kini dan masa lalu.

Dari berbagai sudut pandang yang

dikemukakan, sebenarnya peran

anggaran  selain  sebagai  alat
perencanaan, anggaran juga
merupakan alat bagi manajer untuk
mengendalikan, mengkoordinasikan,
mengkomunikasikan, mengevaluasi
kinerja, dan memotivasi
bawahannya. Untuk itu pentingnya
anggaran dalam suatu organisasi
akan terlihat dari peran dan tujuan
anggaran. Tujuan utama penyusunan

anggaran menurut Anthony (1998),

adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki rencana strategis
organisasi.

2. Mengkoordinasikan aktivitas
berbagai bagian organisasi.

3. Menyerahkan tanggung jawab
kepada manajer, memberikan
otorisasi besarnya biaya yang
boleh dikeluarkan, dan
memberikan umpan balik kepada
manajer atas kinerja mereka.

4. Sebagai perjanjian atau komitmen
yang merupakan dasar untuk
mengevaluasi  kinerja manajer
sesungguhnya.

Mekanisme Penyusunan APBD
Penyusunan APBD  tahun
anggaran 2015  masih  tetap
berorientasi pada anggaran berbasis
kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu
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pendekatan  penganggaran  yang
mengutamakan keluaran (output)
dari program atau kegiatan yang
akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.
Setiap dana yang dianggarakan untuk
melaksanakan program dan kegiatan
harus terukur secara jelas indikator
kinerjanya yang dipresentasikan
kedalam tolak ukur kinerja serta
target dan sasaran yang diharapkan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
30 Tahun 2007, dalam menyusun
APBD  tahun anggaran 2008
ditekankan pada penyusunan
anggaran yang terpadu (unifilied
budget) dimana dalam menyusun
rencana keuangan tahunan dilakukan
secara terintegrasi untuk seluruh
jenis belanja guna melaksanakan
kegiatan pemerintah yang didasarkan
pada prinsip pencapaian efisiensi
alokasi dana. Penyusunan APBD
secara terpadu, harus tetap sejalan
dengan penyusunan anggaran
berbasis kinerja.

Karakteristik Penganggaran
Menurut Kenis (1979) ada 5

(lima) karakteristik penganggaran

(Budgetary Goal Characteristics)

yaitu:

1. Partisipasi penyusunan anggaran
merupakan  pendekatan  yang
secara umum dapat meningkatkan
kinerja yang pada akhirnya dapat
meningkatkan efektivitas
organisasi. Partisipasi anggaran
pada sektor publik terjadi pada
saat ~ pembahasan  anggaran,
dimana eksekutif dan legislatif
saling beradu argumen dalam
pembahasan RAPBD. Dimana
anggaran dibuat oleh eksekutif
dalam hal ini Kepala Daerah
melalui usulan dari unit kerja
yang disampaikan oleh Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), dan setelah itu Kepala
Daerah bersama-sama DPRD
menetapkan anggaran.

. Kejelasan =~ sasaran  anggaran

merupakan sejauhmana tujuan
anggaran ditetapkan secara jelas
dan spesifik dengan tujuan agar
anggaran tersebut dapat
dimengerti oleh orang yang
bertanggung jawab atas pencapain
sasaran tersebut. Sasaran
anggaran pemerintah daerah harus
dinyatakan secara jelas, spesifik
dan dapat dimengerti oleh mereka
yang bertanggung jawab
melaksanakannya.

. Umpan balik terhadap sasaran

anggaran yang dicapai adalah
variabel penting yang
memberikan motivasi  kepada
manajer. Jika anggota organisasi
tidak mengetahui hasil yang
diperoleh dari upayanya untuk
mencapai sasaran, maka ia tidak
mempunyai dasar untuk
merasakan  kesuksesan  atau
kegagalan, dan tidak ada insentif
untuk menunjukkan kinerja yang
lebih baik.

. Kesulitan =~ sasaran  anggaran

mempunyai rentang sasaran dari
sangat longgar dan mudah dicapai
sampai sangat ketat dan tidak
dapat dicapai. Sasaran Yyang
ditetapkan dalam kategori ketat
namun dapat dicapai adalah

tingkat kesulitan sasaran
anggaran. Kenis (1979)
menyatakan manajer yang

memiliki tujuan anggaran yang
terlalu ketat secara signifikan
memiliki ketegangan kerja tinggi
dan motivasi kerja rendah, kinerja
anggaran, dan efisiensi biaya
dibandingkan untuk anggaran
memiliki tujuan anggaran tepat
atau ketat tetapi dapat dicapai. Hal
ini mengidentifikasikan bahwa
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ketat tapi dapat dicapai adalah
tingkat kesulitan tujuan anggaran.

5. Evaluasi anggaran dilaksanakan
sebagai dasar penilaian kinerja
unit kerja. Evaluasi anggaran
dengan kinerja memiliki
kecenderungan hubungan yang
lemah. Manajer memberi reaksi
yang tidak menguntungkan untuk
menggunakan anggaran dalam
evaluasi kinerja dalam suatu gaya
punitive (meningkatkan
ketegangan kerja, menurunkan
kinerja anggaran).

Penerapan Sistem Informasi
Akuntansi

Sistem  Informasi  Pengelolaan
SKPD merupakan sistem informasi
akuntansi bagi pemerintahan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan ~ Keuangan  Daerah
menyatakan bahwa sistem akuntansi
pemerintahan  daerah  merupakan
serangkaian prosedur mulai dari
proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai
dengan pelaporan keuangan dalam
rangka  mempertanggungjawabkan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah
kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban,  menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada
pithak pemberi amanah (principal)
yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut (Mardiasmo 2002).

Kinerja Manajerial Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Menurut Wayan (1997) dalam Putra
(2013), kinerja pemerintah daerah
dapat dipahami sebagai tingkat
pencapaian hasil dalam kaitannya
dengan tugas dan fungsi yang
dibebankan = kepada  organisasi
tersebut, atau dapat pula disimpulkan
bahwa kinerja organisasi merupakan
suatu tingkatan sejauh mana proses
kegiatan organisasi itu memberikan
hasil atau mencapai tujuan. Sistem
pengukuran kinerja sektor publik
adalah suatu sistem yang bertujuan
untuk membantu manajer publik
untuk membantu manajer publik
untuk menilai pencapaian suatu
strategi melalui alat ukur finansial
dan non finansial (Mardiasmo,
2009).

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah:

H; : Partisipasi anggaran, kejelasan
sasaran anggaran, umpan balik,
kesulitan pencapaian tujuan,
evaluasi anggaran, penerapan
sistem informasi akuntansi, dan
akuntabilitas  publik  secara
simultan berpengaruh terhadap
kinerja manaejerial  satuan
kerja perangkat daerah.

H, . Partisipasi anggaran secara
parsial berpengaruh terhadap
kinerja manaejerial  satuan
kerja perangkat daerah.

H; : Kejelasan sasaran anggaran
secara  parsial  berpengaruh
terhadap kinerja manaejerial
satuan kerja perangkat daerah.

Hs : Umpan balik secara parsial
berpengaruh terhadap Kkinerja
manaejerial satuan  kerja
perangkat daerah.

Hs : Kesulitan pencapaian tujuan
secara  parsial  berpengaruh
terhadap kinerja manaejerial
satuan kerja perangkat daerah.
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He : Evaluasi anggaran secara parsial
berpengaruh terhadap kinerja
manaejerial satuan  kerja

perangkat daerah.
H7; : Penerapan sistem informasi
akuntansi secara  parsial

berpengaruh terhadap Kkinerja
manaejerial satuan  kerja
perangkat daerah.

Hg : Akuntabilitas publik secara
parsial berpengaruh terhadap
kinerja manaejerial  satuan
kerja perangkat daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh Pejabat Pengelola

Keuangan Derah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten Batang Hari. Penentuan

sampel ditetapkan dengan teknik

purposive  sampling.  Purposive
sampling merupakan teknik
pengambilan sampel berdasarkan
kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.

Kriteria responden dalam penelitian

ini adalah:

1. Aparat pemerintah daerah yang
ada di Sekretariat, Dinas, Badan,
Kantor dan Inspektorat yang
membuat  Rencana  Kegiatan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD).

2. Aparat tersebut yang menyusun
anggaran, melaksanakan anggaran
dan  mempertanggungjawabkan
anggaran.

3. Pendidikan terakhir minimal S1
dengan masa kerja minimal 1
(satu) tahun.

Data dan Metode Pengumpulan Data
Sumber data penelitian ini adalah
data primer yang berasal dari jawaban
responden atas beberapa pertanyaan
yang  diajukan  peneliti = melalui
penyebaran kuesioner langsung kepada
responden. Kuesioner dibuat dalam
bentuk pertanyaan-pertanyaan secara

berstruktur yang mana responden
dibatasi dalam memberikan jawaban
pada alternatif jawaban tertentu saja.
Penyebaran kuesioner terhadap
responden dilakukan setelah terlebih
dahulu mendapat rekomendasi dari
Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
Hari, untuk selanjutnya membagikan
kuesioner tersebut kepada responden.
Pengambilan kembali kuesioner
disesuaikan dengan waktu yang telah
disepakati oleh peneliti dengan yang
bersangkutan. dan data yang didapat
secara langsung oleh peneliti dari
literatur, studi pustaka, jurnal-jurnal
penelitian terdahulu yang berhubungan
dengan penelitian dalam penelitian ini.

Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel

1. Partisipasi anggaran (X;) yaitu
tingkat pengaruh dan keterlibatan
yang dirasakan oleh individu dalam

proses perencanaan anggaran
(Milani, 1975) dalam Istiyani (2009).
Partisipasi anggaran tersebut
menunjukkan pada luasnya

partisipasi aparat pemerintah daerah.
Variabel ini diukur dengan instrumen
yang digunakan oleh Andarias
Bangun (2009) dengan pengukuran
skala likert 5 (lima) point dari sangat
tidak setuju sampai sangat setuju.

2. Kejelasan sasaran anggaran (X»)
menunjukkan sejauhmana tujuan
anggaran program dan kegiatan
SKPD dinyatakan secara spesifik,
jelas dan dimengerti oleh siapa saja
yang bertanggung jawab terhadap
anggaran. Instrumen pengukuran
digunakan dari Andarias Bangun
(2009) dengan pengukuran skala
likert 5 (lima) point dari sangat tidak
setuju sampai sangat setuju.

3. Umpan Balik Anggaran (X3)
merupakan alat ukur sejauh mana
individu mengetahui sampai dimana
tujuan  anggaran program dan
kegiatan telah dicapai. Variabel ini
diukur menggunakan instrumen dari
Istiyani (2009) dengan pengukuran
skala likert 5 (lima) point dari sangat
tidak setuju hingga sangat setuju
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2. Kesulitan Pencapaian Tujuan (X4)
merupakan  tingkatan  kesulitan
pencapaian tujuan anggaran program
dan kegiatan yang dipersepsikan oleh
individu  dalam  Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Instrumen
pengukurannya mengadopsi  dari
Istiyani (2009) yang memodifikasi
instrumen dari Kenis (1979) dengan
pengkuran skala likert 5 (lima) point
dari sangat tidak setuju sampai
sangat setuju.

3. Evaluasi Anggaran (Xs) didefinisikan
sejauh mana selisih  anggaran
program dan  kegiatan = SKPD
ditelusur oleh pimpinan ke masing-
masing bawahan dan digunakan
untuk mengevaluasi kinerja bawahan
dalam penyusunan dan penggunaan
anggaran. Instrumen pengukuran
diadopsi dari Istiyani (2009) yang
memodifikasi instrumen dari Kenis
(1979), dengan pengukuran skala
likert 5 (lima) point dari sangat tidak
setuju sampai sangat setuju.

4. Penerapan Sistem Informasi
Akuntansi (Xe) adalah informasi
yang berhubungan dengan informasi
keuangan daerah terkait dengan
bagaimana persepsi kepala SKPD
dalam memperkirakan ketelitian,
keterkaitan, ketepatan waktu dan
format yang dihasilkan oleh SIKD
menyangkut informasi  anggaran
yang disajikan dalam kegiatan
operasional yang bersifat rutin.
Variabel ini diukur dengan instrumen
yang digunakan oleh Permadi (2013)
dengan pengukuran skala likert 5
(lima) point dari sangat tidak setuju
sampai sangat setuju. Semakin tinggi
nilai skala menunjukkan semakin
tinggi penggunaan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah.

5. Akuntabilitas Publik (X7) merupakan

kewajiban mempertanggung-
jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik kepada
DPRD dan masyarakat. Instrumen

pengukuran diadopsi dari Putra
(2013) dengan pengukuran skala
likert 5 (lima) point dari sangat tidak
setuju sampai sangat setuju.

6. Kinerja Manajerial (Y) merupakan
prestasi yang diperlihatkan atau
kemampuan kerja seseorang. Kinerja
aparat pemerintah daerah dalam
penganggaran dinilai  baik jika
anggaran yang yang ditetapkan dapat
dicapai dan dapat dikendalikan.
Variabel kinerja manajerial diadopsi
dari instrumen yang digunakan oleh
Bangun (2009) dengan pengukuran
skala likert 5 (lima) point dari sangat
tidak setuju sampai sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Teknik  analisis data  pada
penelitian ini meliputi uji validitas, uji
reliabilitas, uji asumsi klasik, wuji
hipotesis penelitian dan metode analisis
regresi berganda. Untuk pengujian
hipotesis, penelitian ini menggunakan
alat uji statistik dengan bantuan software
SPSS  22.  Sebelum  melakukan
pengujian, data  tersebut  harus
ditransformasikan menggunakan method
of successive interval (MSI). Hal ini
dikarenakan data yang diperoleh dari
pengukuran yang menggunakan skala
Likert adalah data ordinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan korelasi
bivariat (pearson correlation) antara
masing- masing skor item dengan total
skor variabel. Suatu indikator
pernyataan dikatakan valid apabila
korelasi antara masing- masing skor
item menunjukkan hasil yang signifikan.
Jika r hitung > r tabel maka dapat
dikatakan valid, dimana r tabel untuk
n=122 adalah 0,176. Hasil uji validitas
instrument dalam penelitian ini akan
disajikan pada table dibawah ini sebagai
berikut:
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Tabel 1. Validitas Item Pertanyaan

Partisipasi Anggaran (X1)

Item

r-hitung r-tabel Kesimpulan
Pertanyaan
1 0.795 0,176 Valid
2 0.759  0.176 Valid
3 0.593 | 0.176 Valid
- 0.754  0.176 Valid
5 0.764  0.176 Valid
6 0.622 0.176 Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 2. Validitas Item Pertanyaan

Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

Item

r-hitung r-tabel Kesimpulan
Pertanyaan
1 0.659  0.176 Valid
2 0.695 0,176 Valid
3 0.629  0.176 Valid
4 0.684 0.176 Valid
5 0.714 0,176 Valid
6 0.656  0.176 Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 3. Validitas Item Pertanyaan

Umpan Balik Anggaran (X3)

Item

r-hitung r-tabel Kesimpulan
Pertanyaan
1 0.894 0.176 Valid
2 0,943 0.176 Valid
3 0937 0.176 Valid
- 0.807 0.176 Valid
5 0669 0,176 Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 4. Validitas Item Pertanyaan
Kesulitan Pencapaian Tujuan (X4)

o r-hitung r-tabel Kesimpulan
Pertanyaan
1 0.702 0.176 Valid
2 0.757 0.176 Valid
3 0916 0,176 Valid
4 0934 0,176 Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 5. Validitas Item Pertanyaan
Evaluasi Anggaran (Xs)

Item

r-hitung r-tabel Kesimpulan
Pertanyvaan
1 0.683  0.176 Valid
2 0,792 0,176 Valid
3 0.688  0.176 Valid
4 0613 0176 Valid
5 0.635 0.176 Valid
6 0.826 0.176 Valid
7 0562 0176 Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 6. Validitas Item Pertanyaan

Penerapan Sistem Informasi

Akuntansi (Xe)
Item . .
r-hitung r-tabel Kesimpulan
Pertanyaan
1 0915 0.176 Valid
2 0.888 0.176 Valid
3 0.838 0.176 Valid
- 0931 0.176 Valid
5 0.740 0.176 Valid
6 0.817 0,176 Valid
7 0421 0.176 Valid
8 0.664 0.176 Valid
9 0.563 0.176 Valid
10 0.631 0.176 Valid

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 7. Validitas Item Pertanyaan
Akuntabilitas Publik (X7)

Item

r-hitung r-tabel Kesimpulan
Pertanyaan
1 0.769  0.176 Valid
2 0.876 0.176 Valid
3 0.663 0.176 Valid
- 0.634 0.176 Valid
5 0.607  0.176 Valid
6 0.816  0.176 Valid
7 0.494  0.176 Valid
8 0.556 0.176 Valid
9 0.615 0.176 Valid
10 0.485 0.176 Valid
11 0.687 0.176 Valid

Sumber : Data Primer 2015
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Tabel 8. Validitas Item Pertanyaan

Kinerja Manajerial (Y)

Item

r-hitung r-tabel Kesimpulan
Pertanyaan
1 0.801 0.176 Valid
2 0.594 0.176 Valid
3 0.649  0.176 Valid
4 0.603 0.176 Valid
5 0.738 0.176 Valid
6 0.563 0.176 Valid
T 0.533 0.176 Valid

Sumber : Data Primer 2015

Uji Reliabilitas
Uji  Reliabilitas  terhadap
instrumen penelitian ini

menggunakan nilai Cronbach Alpha,
yang mana nilai Cronbach Alpha

dinyatakan

reliabel jika nilainya

lebih besar atau sama dengan 0,60
(Ghozali, 2009). Hasil uji reliabilitas
instrumen penelitian dapat dilihat
pada Tabel 4.9.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

Koefisien

Variabel Reliabilitas Kesimpulan

Partisipasi Anggaran (X;) 0,803 Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X;) 0,754 Reliabel
Umpan Balik Anggaran (X3) 0.904 Reliabel
Kesulitan Pencapaian Tujuan (Xy) 0.851 Reliabel
Evaluasi Anggaran (Xs) 0.798 Reliabel
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Xg) 0911 Reliabel
Alkuntabilitas Publik (X5) 0.857 Reliabel
Kinerja Manajerial (Y) 0,760 Reliabel
Sumber : Data Primer 2015
Uji Asumsi Klasik

Model regresi dapat digunakan

untuk estimasi dengan signifikan
representatif jika model
tersebut
asumsi  klasik  regresi
normalitas, multikolinearitas,
heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

dan

regresi
tidak menyimpang dari
berupa:

dan

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas
(One-Sample Kolmogorov
Smirnov Test)

Unstandardiz

ed Residual

N 122
Mormal Parameters®® Mean .0oooooo
Std. Deviation 08548954

Most Extreme Differences  Absolute 063
Positive 063

MNegative -.058

Test Statistic 063
Asymp. Sig. (2-ailed) 200%¢

Sumber : Data Primer 2015

Berdasarkan hasil analisis pada
tabel 4.10 diperoleh nilai signifikansi

sebesar 0,200, yang mana
signifikannya menunjukkan hasil
diatas 5%, maka distribusi data

dinyatakan normal. Uji normalitas
dapat diperjelas lagi tentang sebaran
data dalam penelitian ini yang akan
disajikan dalam grafik normal P-plot.

Dimana dasar pengambilan
keputusan menurut Ghozali (2006)
yaitu :

1. Jika sumbu menyebar sekitar garis
diagonal, maka model regresi
memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari garis

diagonal, maka model regresi
tidak memenuhi asumsi
normalitas.

Gambar 1. Grafik Normal P-Plot

Dependent Variable: Y

1

Expected Cum Prob

0o D‘Q Dld D‘G D‘S 10
Observed Cum Prob

Sumber : Data Primer 2015

Grafik normal P-Plot terlihat
titik-tittk menyebar disekitar garis
diagonal, serta arah penyebarannya
mengikuti arah garis diagonal, maka
dapat disimpulkan grafik tersebut
menunjukkan bahwa model regresi
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layak dipakai
asumsi normalitas.

karena memenuhi

Uji Multikolinearitas

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Independen

Collinearity Statistics

Variabel Independen R Kesimpulan
Tolerance ViP

Partisipasi Anggaran (X;) 0.654 1,530 Tidak terjadi multikolinearitas
Kejelasan Sasaran Anggaran (X;) 0.539 1,858 Tidak terjadi multikolinearitas
Umpan Balik Anggaran (X3) 0.385 2,597 Tidak terjadi multikolinearitas
Kesulitan Pencapaian Tujuan (Xy) 0.199 5.027 Tidak terjadi multikolinearitas
Evaluasi Anggaran (Xs) 0.206 4,864 Tidak terjadi multikolinearitas
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Xg) 0.106 9.473 Tidak terjadi multikolinearitas
Akuntabilitas Publik (X5) 0.270 3,707 Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 12 menunjukkan bahwa

angka tolerance  dari
independen  partisipasi

variabel
anggaran,

kejelasan sasaran anggaran, umpan
balik anggaran, kesulitan pencapaian
tujuan, evaluasi anggaran, penerapan

sistem infromasi akuntansi,

dan

akuntabilitas publik mempunyai nilai

tolerance lebih dari

0,10. Hasil

perhitungan nilai Variance Inflantion
Factor (VIF) juga menunjukkan hal
yang sama Yyaitu tidak ada satupun
variabel independen yang memiliki
nilai VIF lebih dari 10. Dengan
demikian dapat disimpulkan dalam

tidak
antar

model  regresi
multikolinieritas
independen tersebut.

Uji Heterokesdastisitas
Gambar 2: Grafik Scatterplot

Dependent Variable: ¥

Regression Studentized Residual
o
o

terjadi
variabel

andardi: edicted Value

Sumber : Data Primer 2015

Hasil pengolahan data
penelitian ini menampilkan pada
grafik scatterplot penelitian ini titik-
tittk menyebar secara acak serta
tersebar baik diatas maupun dibawah
angka 0 pada sumbu Y. Hal ini
menunjukkan tidak terjadi
heteroskedastisitas  pada  model
regresi, sehingga model regresi layak
dipakai untuk memprediksi kinerja
manajerial dengan masukan variabel
independennya
Analisis Regresi dan
Pengujian Hipotesis
Analisis Regresi Berganda

Analisis pengujian hipotesis
penelitian ini menggunakan regresi
berganda. Uji ini digunakan untuk
menguji pengaruh partisipasi
anggaran, kejelasan sasaran
anggaran, umpan balik anggaran,
kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi
anggaran, penerapan sistem
informasi akuntansi, akuntabilitas
publik terhadap kinerja manajerial
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Batang Hari.

Berganda
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Tabel 12. Hasil Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Umpan Balik
Anggaran, Kesulitan Pencapaian Tujuan, Evaluasi Anggaran, Penerapan Sistem Informasi
Akuntansi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial

Variabel Independen Coefficients Beta  t hitung Sig
(Constant) -0.331 -3.380 0.001
Partisipasi Anggaran (X;) 0.003 0.158 0.875
Kejelasan Sasaran Anggaran (X;) 0.73 3.087 0.003
Umpan Balik Anggaran (X3) 0.84 4.015 0,000
Kesulitan Pencapaian Tujuan (Xy) -0.35 -1.071 0.286
Evaluasi Anggaran (Xs) 0.187 4.833 0.000
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Xg) -0.060 -1.427 0,156
Akuntabilitas Publik (X5) 0.833 22,537 0.000
R’ = 0,964
Adjusted R = 0.962
F hitung = 433233

Signifikansi F = 0,000

Sumber : Data Primer 2015

variabel
variabel

antara
dengan

Hubungan
independen

dependen dapat dirumuskan dalam
persamaan sebagai berikut:

[ =-0,331 + 0,003X; + 0,73X, + 0,84X; - 0,35X+ 0,187X; - 0,060X + 0,833X,

Ket:

Y = Kinerja Manjerial

[J[J= konstanta ( tetap )

oo, 002, 003, U4, 0S, 0e, 17
= koefien regresi

X1 = Partisipasi Anggaran

X> = Kejelasan Sasaran Anggaran
X3 =Umpan Balik

X4 = Kesulitan Pencapaian Tujuan
Xs= Evaluasi Anggaran

X6 = Penerapan Sistem Informasi
Akuntansi

X7= Akuntabilitas Publik

Pengujian Hipotesis

Uji  asumsi klasik  yang
dilakukan  terhadap  persamaan
regresi menyimpulkan bahwa

persamaan tersebut layak digunakan
dalam model persamaan matematis.
Tabel 4.12 mempresentasikan nilai
square (R’) yang merupakan nilai
koefisien determinasi, uji kelayakan
model (F-test), dan uji t (t-fest)
sebagai alat untuk menguji hipotesis
penelitian.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji
Statistik F)

Hasil pengujian terhadap uji
simultan ANOVA atau F fest seperti
yang ditampilkan pada tabel 4.12 di
atas diperoleh nilai F hitung sebesar
433,233 dengan signifikansi 0,000.
Nilai tersebut jauh lebih kecil dari
nilai signifikan 0,05, maka model
regresi dapat digunakan untuk
memprediksi kinerja manajerial atau
dapat dikatakan bahwa partisipasi
anggaran, kejelasan sasaran
anggaran, umpan balik anggaran,
kesulitan pencapaian tujuan, evaluasi
anggaran, penerapan sistem
informasi akuntansi, dan
akuntabilitas publik secara simultan
berpengaruh terhadap kinerja
manajerial Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Batang
Hari.
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Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji

Statistik t)

Uji ini untuk mengetahui
pengaruh dari masing-masing
variabel independen
terhadap variabel dependen. Jika
nilai signifikansi a < 0,05, maka
dapat dikatakan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara
variabel independen dengan variabel
dependen secara individu.
Sebaliknya jika nilai signifikansi o >
0,05 maka tidak terdapat pengaruh
yang signifikan.

1. Variabel Partisipasi Anggaran
(X1), menunjukkan coefficient
beta sebesar 0,003 pada tingkat
signifikansi 0,875, karena tingkat
signifikansi 0,875 > 0,05. Hal ini

berarti variabel Partisipasi
Anggaran  tidak  berpengaruh
secara signifikan terhadap

variabel  Kinerja  Manajerial
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Batang Hari,
dengan demikian Hipotesis Hi
tidak terbukti.

2. Variabel = Kejelasan  Sasaran
Anggaran (Xz), menunjukkan
coefficient beta sebesar 0,073
pada tingkat signifikansi 0,003,
karena tingkat signifikansi 0,003
< 0,05. Hal ini berarti variabel
Kejelasan  Sasaran  Anggaran
berpengaruh  secara  signifikan
terhadap variabel Kinerja
Manajerial Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Batang Hari, dengan
demikian Hipotesis H terbukti.

3. Variabel Umpan Balik Anggaran
(X3), menunjukkan coefficient
beta sebesar 0,084 pada tingkat
signifikansi 0,000, karena tingkat
signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini
berarti variabel Umpan Balik
Anggaran  tidak  berpengaruh
secara signifikan terhadap
variabel  Kinerja =~ Manajerial

Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Batang Hari,
dengan demikian Hipotesis Hs
terbukti.

. Variabel Kesulitan Pencapaian

Tujuan (X4), menunjukkan
coefficient beta sebesar -0,035
pada tingkat signifikansi 0,000,
karena tingkat signifikansi 0,286
> (0,05. Hal ini berarti variabel
Kesulitan  Pencapaian  Tujuan
tidak berpengaruh secara
signifikan  terhadap  variabel
Kinerja Manajerial Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Batang Hari, dengan
demikian Hipotesis Hs tidak
terbukti.

. Variabel Evaluasi Anggaran (Xs),

menunjukkan coefficient  beta
sebesar 0,187 pada tingkat
signifikansi 0,000, karena tingkat
signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini
berarti variabel Evaluasi
Anggaran berpengaruh secara
signifikan ~ terhadap  variabel
Kinerja Manajerial Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Batang Hari, dengan
demikian Hipotesis Hs terbukti.

. Variabel = Penerapan  Sistem

Informasi Akuntansi (X5),
menunjukkan  coefficient  beta
sebesar -0,060 pada tingkat
signifikansi 0,156, karena tingkat
signifikansi 0,156 > 0,05. Hal ini
berarti variabel Penerapan Sistem

Informasi Akuntansi tidak
berpengaruh secara  signifikan
terhadap variabel Kinerja
Manajerial Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Batang Hari, dengan
demikian Hipotesis Hs tidak
terbukti.

. Variabel Akuntabilitas Publik

(X7), menunjukkan coefficient
beta sebesar 0,833 pada tingkat
signifikansi 0,000, karena tingkat
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signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini
berarti  variabel  Akuntabilitas
Publik berpengaruh secara
signifikan ~ terhadap  variabel
Kinerja Manajerial Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Batang Hari, dengan
demikian Hipotesis Hy terbukti.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan  hasil  analisis
regresi pada tabel 4.15 dapat
diketahui nilai koefisien determinasi
(R> sebesar 0,964. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel Kinerja
Manajerial Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Batang
Hari dapat dijelaskan oleh variabel
partisipasi ~ anggaran,  kejelasan
sasaran anggaran, umpan balik
anggaran, kesulitan  pencapaian
tujuan, evaluasi anggaran, penerapan
sistem informasi akuntansi, dan
akuntabilitas publik sebesar 96,4 %
dan 3,6% dijelaskan oleh variabel-
variabel lain di luar penelitian ini.

SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh karakteristik
penganggaran, penerapan  sistem
informasi akuntansi, dan
akuntabilitas publik terhadap kinerja
manajerial satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) Kabupaten Batang
Hari. Berdasarkan analisis data dan
pembahasan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel partisipasi anggaran,
kejelasan  sasaran  anggaran,
umpan balik anggaran, kesulitan

pencapaian  tujuan,  evaluasi
anggaran,  penerapan  sistem
informasi akuntansi, dan

akuntabilitas publik secara
simultan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja manajerial satuan
kerja perangkat daerah (SKPD)
Kabupaten Batang Hari.

2. Hasil penelitian partisipasi
anggaran,  kejelasan  sasaran
anggaran, umpan balik anggaran,
kesulitan ~ pencapaian  tujuan,
evaluasi anggaran, penerapan
sistem informasi akuntansi, dan
akuntabilitas  publik  terhadap
kinerja manajerial satuan kerja
perangkat daerah (SKPD)
Kabupaten Batang Hari secara
parsial sebagai berikut:

a. Variabel partisipasi anggaran
X1) tidak berpengaruh
terhadap kinerja manajerial
satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) Kabupaten Batang
Hari.

b. Variabel kejelasan sasaran
anggaran (Xz) berpengaruh
terhadap kinerja manajerial
satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) Kabupaten Batang
Hari.

c. Variabel umpan balik anggaran
(X3) berpengaruh terhadap
kinerja manajerial satuan kerja
perangkat daerah  (SKPD)
Kabupaten Batang Hari.

d. Variabel kesulitan pencapaian
tujuan (X4) tidak berpengaruh
terhadap kinerja manajerial
satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) Kabupaten Batang
Hari.

e. Variabel evaluasi anggaran
(Xs5) berpengaruh terhadap
kinerja manajerial satuan kerja
perangkat daerah  (SKPD)
Kabupaten Batang Hari.

f. Variabel penerapan sistem
informasi akuntansi (Xe) tidak
berpengaruh terhadap kinerja
manajerial satuan kerja
perangkat  daerah  (SKPD)
Kabupaten Batang Hari.

g. Variabel akuntabilitas publik
(X7) berpengaruh terhadap
kinerja manajerial satuan kerja
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perangkat daerah  (SKPD)
Kabupaten Batang Hari.

3. Variabel partisipasi anggaran,

kejelasan ~ sasaran  anggaran,

umpan balik anggaran, kesulitan

pencapaian  tujuan,  evaluasi
anggaran,  penerapan  sistem
informasi akuntansi, dan

akuntabilitas publik berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
manajerial satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) Kabupaten Batang
Hari secara bersama-sama sebesar
96,4% dan 3,6% dijelaskan oleh
variabel-variabel lain di luar
penelitian ini.
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